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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Luar Negeri sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 tentang
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Departemen Luar Negeri, perlu mengatur
kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Luar
Negeri.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Kementerian Luar Negeri;
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Mengingat

Menetapkan

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

(1)

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Kementerian Luar Negeri meliputi penerimaan dari:

a. penerimaan dalam negeri atas pengesahan tanda
tangan atau legalisasi salinan dokumen untuk
Warga Negara Asing di dalam negeri;

b. penerimaan luar negeri atas penerbitan dokumen;
dan

c. penerimaan luar negeri atas pengesahan tanda
tangan atau legalisasi salinan dokumen yang
diterbitkan negara asing.

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
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Pasal 2

(1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b
berupa surat keterangan jalan dikenakan tarif US$0.00
(nol dollar amerika) kepada Warga Negara Indonesia yang
berada di luar negeri dalam kondisi tertentu.

(2) Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dalam
kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Warga Negara Indonesia :

a. Yyang dalam keadaan terpaksa (force majeure);

b. yang menetap di negara akreditasi dan tidak
mampu;

c. di negara akreditasi dalam rangka pelaksanaan
deportasi;

d. dalam rangka repatriasi ke negara akreditasi;

e. dalam penanganan aparat penegak hukum;

f. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan;
atau

g. Yyang meninggal dunia.

(3) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
berupa dokumen non Dbisnis terhadap dokumen
akademik untuk pelajar atau mahasiswa dikenakan tarif
US$0.00 (nol dollar amerika) kepada mahasiswa atau
pelajar Indonesia yang bersekolah di luar negeri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri Luar Negeri

setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 3
Penerbitan dokumen dan Legalisasi tanda tangan dari
pelayanan yang dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia
di luar negeri untuk Warga Negara Indonesia berupa:
a. kutipan akta kelahiran;
b. kutipan akta perkawinan;

c. kutipan akta perceraian;
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